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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam
penyelenggaraan administrasi publik. Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan
publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan
publik di negara ini cenderung berjalan di tempat, sedangkan implikasinya
sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh ruang kepublikan
baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Dalam
bidang ekonomi, buruknya pelayanan publik akan berimplementasi pada
penurunan investasi yang dapat berakibat terhadap pemutusan hubungan kerja
pada industri-industri dan tidak terbukanya lapangan kerja baru yang juga akan
berpengaruh terhadap meningkatnya pengangguran (Mahsyar, 2011).

Publik selalu menuntut kualitas pelayanan publik dari birokrat, meskipun
tuntutan ini tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik secara empiris
yang terjadi selama ini masih ditandai dengan hal-hal seperti berbelit-belit, lambat,
mahal, ketidakpastian melelahkan, dalam keadaan seperti itu terjadi karena orang
masih diposisikan sebagai pihak yang melayani tidak dilayani. Jika dianggap isu-
isu pelayanan publik di Indonesia, masalah utama dari pelayanan publik saat ini
dikaitkan dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri (Irwandi, 2021)

Di Indonesia, pelayanan publik yang baik belum dapat direalisasikan
denganbaik saat ini, hal ini dapat dilihat saat ini pada kondisi birokrasi negara
kita sendiri. Masih banyak masalah-masalah penting yang belum terselenggara
pada pelayanan publik saat ini dan yang paling sering kita jumpai saat ini seperti

diskriminasi pelayanan, tidak jelasnya jam pelayanan dan kejelasan biaya serta



sangat rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik saat
ini (Heryanto, 2014). Di era globalisasi pada saat ini penyelenggaraan pelayanan
publik tidak hanya mengandalkan satu pihak pemberi pelayanan, tetapi pelayanan
publik juga menuntut bagaimana partisipasi dari masyarakat dalam
penyelanggaraan pelayanan publik dengan tujuan untuk mengawasi tata laksana
dari penyelanggaraan pelayanan publik oleh pemerintahan (Setyobudi, 2013).

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik. Pengaturan ini dimaksud untuk memberikan
kepastian serta kejelasan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan
penyelenggara dalam pelayanan publik. Upaya untuk mewujudkan keterbukaan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu keharusan dalam
rangka terselenggaranya pelayanan publik yang telah terbuka, akuntabel, efektif,
dan non-diskriminatif. Penerapan nilai budaya keterbukaan juga akan
mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam memonitor dan
mengevaluasi penyelenggara pelayanan publik (Setyobudi, 2013).

Berdasarkan tuntutan adanya pelayanan publik yang prima, pemerintah
mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayana Publik, sebagai acuan
utama dalam memberikan layanan publik. Pada undang-undang ini, selain
menjelaskan tentang apa itu pelayanan publik, juga menjelaskan tentang peran
masyarakat dalam mengawasi dan mengawal pelayanan yang diberi pemerintah
(Pane & Suhairi, 2022)

Melihat kondisi saat ini masyarakat dihadapkan dengan ketidaktahuan
terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai apa yang
seharusnya menjadi tugas dan wewenang sebagai pengawas didalam
pelaksanaan pelayanan publik, padahal pada Pasal 18 UU No 25 tahun 2009
dijelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan publik.

Ketidaktahuan masyarakat ini memberikan suatu permasalahan baru dimana



masyarakat hanya dapat menerima apa yang diberikan oleh pemerintah dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Setelah melihat permasalahan tersebut, pernyataan yang perlu dijawab
adalah bagaimana peran masyarakat dalam pelayanan publik sesuai dengan
yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik. Menurut Rohman dan Larasati (2020), ada beberapa faktor
yang bisa menjadi pendukung untuk mewujudkan pelayanan prima dan pelayanan
yang baik,yaitu aturan, kesadaran, organisasi-organisasi publik, pendapatan dan
kesejahteraan, sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Tentang Penyusunan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Kantor Desa Tamannyeleng adalah
penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan tuntutan era reformasi, tuntutan
masyarakat akan pelayanan publik yang transparan, cepat, obyektif, efisien, dan
profesional semakin kuat. Tuntutan tersebut harus segera direspon agar
kewibawaan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik tetap
terpelihara. Salah satu upaya atas tuntutan masyarakat tersebut adalah dengan
melakukan upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada publik
ataupengguna jasa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu
warga Desa Tamannyeleng yang menyebutkan bahwa pelayanan publik yang
diberikan pemerintah Desa Tamannyeleng belum maksimal ditandai dengan
tidak adanya standar pelayanan sebagai acuan masyarakat untuk memperoleh
pelayanan sehingga masyarakat masih sering mengalami kebingungan ketika

ingin memperoleh layanan terkait persyaratan yang dibutuhkan, estimasi waktu



serta biaya yang diperlukan untuk memperoleh layanan. Berdasarkan latar
belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan
menciptakan karya “Penyusunan Standar Pelayanan Pada Kantor Desa
Tamannyeleng Kabupaten Gowa” agar masyarakat mendapatkan kepastian dan

keterbukaan informasi terkait pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya,
maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyusunan

standar pelayanan publik pada Kantor Desa Tamannyeleng Kabupaten Gowa.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menyusun

standar pelayanan pada Kantor Desa Tamannyeleng Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Melihat tujuan peneliti di atas, oleh karena itu peneliti mengharapkan hasil
penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antara lain:

1. Manfaat Akademik

Peneliti ini berharap dapat menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan
perencanaan standar pelayanan dan dapat peneliti juga berharap penelitian ini
dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan

penyusunan atau perancangan standar pelayanan pada instansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil karya penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai



bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kepatuhan pada standar pelayanan
publik melalui perancangan standar pelayanan pada instansi pemerintahan
terkhusus pada kantor desa, sesuai dengan yang tercantum pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan RB

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.



